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1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
telah  mengalokasikan dana perimbangan kepada
pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa untuk
mendukung pelaksanaan kewenangan Desa di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat;

bahwa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a terlaksana dengan baik,
transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif,
perlu ditetapkan pengaturan melalui Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5496);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepeseljtaan Program Jaminan  Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
253);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam:Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas,
Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada
Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;



23. Peraturan Daerah -Ka‘bupfaten Tapanuli Utara- Nomor 08
Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

25. Peraturan Bupaﬁ' Tapanuli. Utara Nomor 68 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang
Pemerintah Desa; :

27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa,;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kabupaten adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga
lain. :
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Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis. '

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Bantuan Keuangan
yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Utara.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD,
APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau
gaji tetap yang diterima setiap bulan selanjutnya disebut SilTap.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu
6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat
Musrenbang Desa adalah musyawarah desa tentang perencanaan
pembangunan Desa untuk dilaksanakan dengan skala prioritas pada tahun
berjalan atau berjangka.

Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan
banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, upah dan biaya-biaya lain
yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.

Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan

Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank
yang ditetapkan.

Lembaga Adat Dalihan Natolu, selanjutnya disingkat LADN adalah lembaga
permusyawaratan/pemufakatan adat Batak yang dibentuk berdasarkan
péranan adat istiadat, kebudayaan, kesenian daerah, gotong royong dan
kekeluargaan.

Lembaga Partukkoan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga
kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah
Desa dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat.

Badan Kerjasama Antar Desa, selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah
badan kerjasama antar desa yang dibentuk untuk mengelola
kegiatan/pembangunan antar wilayah desa.

Lembaga Adat Desa, selanjutnya disingkat LAD adalah sebuah lembaga adat
desa yang dibentuk untuk memberdayakan, melestarikan dan
mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Karang Taruna adalah merupakan wadah pengembangan generasi muda
nonpartisan, yang tumbuh- atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab
sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah
Desa/ Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak
dibidang kesejahteraan sosial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan
Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tujuan ADD adaléh sebagai berikut:
a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
Desa dan pemberdayaan masyarakat;
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c. meningkatkan infrastruktur pedesaan;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam
rangka mewujudkan peningkatan sosial;

e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka
- pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;

h. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai
dengan kewenangannya,; ;

i. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan

j. meningkatkan pemerataan pendapatan Desa, kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

BAB III
‘RUANG LINGKUP ADD
Pasal 3
Ruang Lingkup ADD adalah 241 (dua ratus empat puluh satu) Desa di
Kabupaten Tapanuli Utara dan digunakan untuk:
a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a antara lain:
. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
. penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
. penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

a

b

c

d

e. penyediaan Tunjangan BPD;

f. penyediaan Operasional BPD;

g. penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;

h. pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;

i. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;

j. penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan
dan Potensi Desa);

k. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler);

1. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dil.,
yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);

m. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,DED, dil);
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(4)

. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ

APBDes, dan seluruh dokumen terkait);

. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan
keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);

pengembangan Sistem Informasi Desa;

koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);

dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengangkatan Perangkat
Desa dan Pengisian BPD (yang menjadi wewenang Desa);

. penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam

mengikuti Lomba Desa.

Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b antara lain:

a.

b
c.
d

o

0.

penyelenggaraan PAUD Milik Desa;

. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan jalan desa;

. pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/pengerasan  jalan lingkungan

permukiman/gang;
pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan usaha tani,
pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-
gorong, selokan, box/slab culvert (gorong-gorong berbentuk kotak), drainase,
prasarana jalan lain);

pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata
air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll)
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah
tangga (pipanisasi, dll);

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan  sanitasi permukiman (gorong-
gorong, selokan, parit, dll di luar prasarana jalan);

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan  fasilitas jamban umum/mck
umum, dll;

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan  fasilitas pengelolaan  sampah
desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);

. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah

(drainase, air limbah rumah tangga);

penyelenggaraan informasi publik desa (misal: pembuatan poster/baliho
informasi penetapan/lpj apbdes untuk warga, dll);

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
milik desa.

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c antara lain:

a.

b.

pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos,
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);

penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh
pemerintah desa (satlinmas desa);



c. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan
masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal
desa;

d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;

e. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;

f. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan
pelindungan masyarakat;

g. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di
tingkat kecamatan dan kabupaten;

h. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten,
dll) tingkat desa;

i. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di
tingkat kecamatan dan kabupaten:

j. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan
wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;

~

penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;

pembangunan /rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan
dan olah raga milik desa;

[e—
.

pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
. Pembinaan Lembaga Adat;

m.

n

o. Pembinaan LPM;

p. Pembinaan PKK;

q. Pelafihaﬁ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

(5) Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d antara lain:

a. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat
milik desa;

b. bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);

c. pelatihan/bimtek/pengenalan tekonologi tepat guna untuk perikanan
darat/nelayan;

d. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan
pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);

e. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan
peternakan, kandang, dll);

f. pelatihan/bimtek/pengenalan tekonologi tepat guna untuk
pertanian/peternakan;

g. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
h. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
i. Peningkatan Kapasitas BPD;

(S
.

pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
pelatihan /penyuluhan perlindungan anak;
pelatihan dan penguatan pehyandang difabel (penyandang disabilitas);
. pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa);
pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
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0. pemBentukan /fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi
produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).
(6) Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, ‘Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
a. Penanggulangan Bencana; '
b. Keadaan Dafurait; dan/atau
c. Keadaan Mendesak.

BAB IV
SUMBER DAN BESARAN DANA
Pasal \4

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 82.510.907.900,- (delapan puluh dua milyar
lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan
rincian:

a. Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 67.829.298.900,- (enam

puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan
puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)

b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SilTap Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebesar Rp. 14.681.609.000,- (empat belas milyar enam ratus
delapan puluh satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

BABV
ALOKASI BESARAN ADD
Pasal 5

(1) Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa adalah
sesuai besaran ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan
prinsip adil dan merata.

(2) ADD untuk setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan SilTap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta
Tunjangan BPD.

2. Pembagian ADD berdasarkan point 1 di atas untuk kebutuhan SilTap
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD
adalah sebesar Rp. 55.669.097.556,- (lima puluh lima milyar enam ratus
enam puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima
puluh enam rupiah) dengan rincian:

a. kebutuhan SilTap Kepala Desa sebesar Rp. 7.088.020.152,-

b. kebutuhan SilTap Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.497.352.288,-

c. kebutuhan SilTap Kasi, Kaur dan Kadus sebesar Rp. 35.084.725.116,-
d. kebutlihan Tunjangan BPD sebesar Rp. 6.999.000.000,-



3.

Kebutuhan Biaya Operasional Desa, Operasioanal BPD, Penyelenggaraan
pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Penénggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa, setelah dikurangi dengan point 2 di atas
hasilnya dialokasikan dengan prinsip sebagai berikut :

a. asas merata adalah bagian dari ADD yang sama besarnya untuk semua
desa yakni sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selanjutnya
disebut alokasi dana desa minimum (ADDM);

». asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional
yakni sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap desa
berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan beberapa
variabel yaitu: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas
wilayah dan indeks kesulitan geografis desa selanjutnya disebut

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) dengan rumusan sebagai
berikut :

ADDx = ADDM + ADDP

Keterangan:

ADDx : Alokasi Dana Desa Untuk Desa X

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa X
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional Untuk desa

Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf c
“bersumber dari kementerian vang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Angka bobot untuk tiap variabel (a) ditentukan sebagai berikut:

1. jumlah Penduduk diberi bobot 25% (dua puluh lima perseratus);

2. jumlah penduduk miskin diberi bobot 35% (tiga puluh lima perseratus);
3. luas wilayah diberi bobot 10% (sepuluh perseratus);

4. indeks kesulitan geografis diberi bobot 30% (tiga puluh perseratus);

Dalam hal hasil perhitungan besaran ADD yang diterima oleh setiap desa
terdapat angka pecahan rupiah maka dilakukan pembulatan.

(3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada
masing-masing desa secara merata dan proporsional sebagai berikut:

a.

ADDM = 90% (sembilan puluh per seratus) x Rp. 12.160.201.344,- (dua
belas milyar seratus enam puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus
empat puluh empat rupiah) = Rp. 10.944.181.210,- (sepuluh milyar
sembilan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu
dua ratus sepuluh rupiah);

ADDP = 10% (sepuluh per seratus) x Rp. 12.160.201.344,- (dua belas
milyar seratus enam puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus empat
puluh empat rupiah) = Rp. 1.216.020.134,- (satu milyar dua ratus enam
belas juta dua puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
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(4) ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan pada

(4)

masing-masing desa sebagai berikut:

Alokasi dana minimal per desa = Rp. 10.944.181.210,- (sepuluh milyar
sembilan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua
ratus sepuluh rupiah) : 241 (dua ratus empat puluh satu) = Rp.
45.411.393,29,- (empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus
sembilan puluh tiga koma dua puluh sembilan rupiah).

ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi berdasarkan nilai
bobot desa dengan ketentuan sebagai berikut:

ADDPx = BDx (ADD-YADDM)

Keterangan:

ADDPx : alokasi dana desa Proporsional (ADDP) untuk desa x
BDx : nilai bobot desa untuk desa x

ADD : total alokasi dana desa

YADDM : jumlah seluruh alokasi dana desa minimal
a. nilai bobot desa (BDx)

Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan berdasarkan indikator Variabel sebagai
berikut:

1. Jumlah Penduduk;
2:.-Jumlah Penduduk Miskin;
3. Luas Wilayah;

4. Indeks Kesulitan Geografis.

Besarnya Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan dengan rumus:

BDx = al.Rv.JPx + a2.Rv.AKx + a3.Rv.LWx + a4.Rv.IKGx

Keterangan:

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x.

Rv.JPx : Rasio Jumlah Penduduk untuk desa x.
Rv.AKx : Rasio Jumlah Penduduk Miskin untuk desa x.
Rv.LWx - Rasio Luas Wilayah untuk desa x.

Rv.IKGx : Rasio Indeks Kesulitan Geografis untuk desa x
al,2,3,4 : Angka bobot masing-masing variable

b. koefisien variabel (KVx)

Besarnya masing-masing variabel (KVx) dihitung dengan rumus:

_Vx1234
RVx1,2,3,4= 3 Ve

12



Keterangan:

Rvx1l, 2, 3,4 : nilai rasio Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin,
Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis.

Vx1,2,3,4 : angka rasio Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk
Miskin, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis.

>Vn : Jumlah angka rasio Jumlah Penduduk, Jumlah
‘ Penduduk Miskin, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan
Geografis.

c. indikator yang digunakan untuk menghitung setiap rasio Variabel adalah:
1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di desa X dibandingkan jumlah penduduk desa se-
vKabupaten Tapanuli Utara;

2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di desa X dibandingkan jumlah penduduk
miskin se-Kabupaten Tapanuli Utara,

3. Luas Wilayah

Luas wilayah desa X (Km?) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-
Kabupaten Tapanuli Utara;

4. Indeks Kesulitan Geografis

Indeks kesulitan geografis desa X dibandingkan jumlah indeks
‘kesulitan geografis desa se-Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 6

Rincian ADD masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
ALOKASI BESARAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 7
(1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD terdiri dari:
a. Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;

b. bagi Penjabat Kepala Desa menerima Siltap sebesar 70% (tujuh puluh per

seratus) dari jumlah siltap Kepala Desa per bulan dalam bentuk perjalanan
dinas dan Bahan Bakar Minyak; dan

c. tunjangan BPD diberikan kepada Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris
BPD dan Anggota BPD.

(2) Besaran SilTap bagi Pemerintah Desa per orang per bulan adalah:

a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.450.906,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu
sembilan ratus enam rupiah);

b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.246.664,- (dua juta dua ratus empat puluh
enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan
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(3)

(4)

(5)

(6)

c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.042.422,- (dua juta
empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Besaran Tunjangan BPD per orang per bulan adalah:
a. Ketua BPD sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu
rupiah);

c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
d. Anggota BPD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang diberhentikan atau berhalangan
tetap, maka bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian tidak lagi
menerima SilTap dan tunjangan.

SilTap dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dapat dibayarkan apabila surat pengangkatan yang bersangkutan telah
lengkap, sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja perjalanan dinas dapat dipergunakan Kepala Desa, Perangkat Desa
dan BPD dengan ketentuan:

a. Perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD ke Kecamatan sebesar
Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;

b. Perjalanan dinas Perangkat Desa/Anggota BPD ke Kecamatan sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

c. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat
Desa/Anggota BPD ke Kabupaten sebagai berikut:

Kepala Perangkat
No. Kecamatan Desa/Ketua BPD Desa/Anggota
BPD
1. | Tarutung 150.000 120.000
2. | Siatas Barita 150.000 120.000
3. | Sipoholon 150.000 120.000
4. | Pahae Julu 210.000 180.000
S. | Sipahutar 210.000 180.000
6. | Pagaran 210.000 180.000
7. | Siborongborong 210.000 180.000
8. | Adiankoting 210.000 180.000
9. | Pahae Jae 260.000 230.000
10. | Muara 260.000 230.000
11. | Pangaribuan 260.000 230.000
12. | Simangumban 260.000 230.000
13. | Purbatua 260.000 230.000
14. | Parmonangan 260.000 230.000
15. | Garoga 300.000 280.000
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(7)

Khusus 3 desa di Pulau Sibandang Kecamatan Muara dibayarkan tambahan
transport air sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pergi dan
pulang, dan 3 desa Kecamatan Parmonangan (Batuarimo, Purba Dolok dan
Manalu Purba) dibayarkan tambahan transport darat sebesar Rp. 150.000
(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pergi dan pulang.

Biaya penginapan perjalanan dinas ke Kabupaten dibayarkan secara riil
dengan tarif maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per
malam.

.Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat

Desa/Anggota BPD keluar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai
berikut:

- Kepala Desa/Ketua BPD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) per hari,

- Perangkat Desa/Anggota BPD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) per hari. '

Biaya transport dan penginapan dibayarkan secara riil dengan tarif
maksimal masing-masing sebagai berikut:

- Transport sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pergi pulang,
- Penginapan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per malam.

. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat

Desa/Anggota BPD keluar Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Kepala Desa/ Ketua BPD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
per hari,

- Perangkat Desa/Anggota BPD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu
rupiah) per hari.

Biaya transport dan penginapan perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera
Utara dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai
berikut:

- Transportasi darat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
pergi pulang,

- Tiket pesawat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pergi pulang,
- Penginapan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per malam.

f. Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas

hotel, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh per seratus) dari tarif hotel per malam.

Biaya operasional PKK Desa dengan ketentuan:

a. Desa yang tidak ditetapkan sebagai Desa Percontohan dialokasikan sebesar-

besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta juta rupiah) per tahun;

b. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK Tahun 2018 dan

Tahun 2019 dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) per tahun; . 3

c. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat kabupaten

dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per
tahun; ‘
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d. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat Provinsi
dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) per tahun; '

e. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat Nasional
dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
per tahun. :

BAB VII
ASAS DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Asas Pengélolaan Keuarigan Desa
Pasal 8

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas trahsparansi, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimanai dimaksud pada ayat (1), dikelola
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari Tahun
2020 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2020.

(3) Pengelolaan Keuangan Desa difasilitasi Pendamping (Tenaga Ahli, Pendamping
Desa dan Pendamping Lokal Desa) terhadap penggunaan alokasi dana desa

sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban,
pelaporan dan pemanfaatan.

(4) Fasilitasi yang dilakukan pendamping desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), wajib dikoordinasikan dengan Camat yang bersangkutan

Bagian Kedua
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pasal 9

Pengelolaan ADD mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.

BAB VIII
PELAKSANAAN ADD
Bagian Kesatu
Larangan dalam Pelaksanaan ADD
Pasal 10

Agar ADD dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka harus memenuhi
hal-hal sebagai berikut:

a. dilarang memanfaatkan dana untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif;

b. mengingat ADD adalah untuk mendorong partisipasi/swadaya masyarakat,
maka dilarang mengontrakkan kepada pihak rekanan;

c. dilarang tumpang tindih dengan kegiatan lain;

d. dilarang pemanfaatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok
tertentu dan harus bersifat umum;
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(1)

(2)

(3)

dilarang memanfaatkan dana diluar kewenangan desa, apabila digunakan diluar
kewenangan desa agar terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Bupati;

Kepala Desa tidak diperbolehkan melakukan transaksi pengadaan barang/jasa
di desa.

Bagian Kedua-
Organisasi Pengelola
Pasal 11

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta mendukung program

pembangunan dari bantuan ADD maka ditetapkan Organisasi Pengelola yang
terdiri dari:

a. tingkat Kabupaten;
b. tingkat Kecamatan; dan
c. tingkat Desa.

Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a
dibentuk Tim Pengendalian ADD yang terdiri dari Instansi terkait yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Sekretariat Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merumuskan besarnya ADD yang diterima oleh setiap Desa, menyusun dan
membuat Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Kabupaten.

b. melaksanakan sosialisasi tentang ADD.

c. membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan
pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa.

d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD
bersama Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

e. membantu Pemerintahan Desa dalam penyusunan administrasi
pelaksanaan penggunaan dana ADD apabila ada kendala/kesulitan.

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lainnya.

g. mengevaluasi laporan pelaksanan kegiatan oleh Desa dalam mengelola ADD
dan melaporkan hasil pelaksanaan ADD kepada Bupati.

Pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat sebagai
Ketua, Sekretaris Camat sebagai Sekretaris, Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagai Anggota, yang dibentuk melalui Keputusan Camat,
yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi

pengelolaan APBDesa di tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan;

b. melakukan verifikasi awal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

dan berkas permohonan pengajuan ADD, sebelum diserahkan oleh
Pemerintah Desa kepada Bupati;

c. mengumpulkan data, menginventarisasi dan memverifikasi usulan kegiatan
dalam APBDesa untuk diperiksa dengan program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih;
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(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

d. memediasi \peme“cahanz masalah atas pengelolaan APBDes baik yang
bersumber dari pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan

mengkoordinasikan dengan Tim Pengendalian Dana Desa Tingkat
Kabupaten;

e. melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban dan bukti-bukti
yang sah atas penggunaan APBDes;

f. membuat Laporan/Rekapan pengelolaan dan penggunaan APBDes kepada
Bupati Tapanuli Utara.Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tapanuli Utara. '

Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Kepala Desa sebagai Pembina dan Pengendali untuk kelancaran dan
keberhasilan pelaksanaan ADD serta bertanggungjawab penuh terhadap
seluruh penggunaan dana termasuk surat pertanggungjawaban atas
penggunaan keuangan desa;

b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang melaksanakan
pengelolaan keuangan desa yang sumbernya dari ADD;

c. Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan Kkegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.

Pasal 12
Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Susunan dan Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Ketiga
Perencanaan
Pasal 13

Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan musrenbang Desa bersama BPD
dengan mengundang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader
Pemberdayaan Teknis, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa
seperti LPM, TP-PKK Desa, LADN Tingkat Desa dan utusan
Dusun/Lingkungan.

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
menetapkan pengalokasian anggaran yang didasarkan kepada RPJM Desa dan
RKP Desa berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan dana yang
ada dan tingkat partisipasi atau swadaya masyarakat.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

harus hadir untuk memantau/memfasilitasi kelancaran pelaksanaan
Musrenbang Desa.

Keputusan/ketetapan Musrenbahg Desa menghasilkan:
a. penetapan tentang pengalokasian anggaran,

b. usulan Rencana Kegiatan; dan

c. penetapan Pelaksana Kegiatan.
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BAB IX
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 14

(1) Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap melalui pemindahbukuan dari
rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dengan ketentuan yaitu:

a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan

b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus), paling cepat bulan Juli 2020

(2) Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dilengkapi dengan:

a.

0

5

Surat Permohonan Penyaluran ADD dari Camat kepada Bupati cq. Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;

Lembar Rekomendasi dan Veﬁfmasi :Persyaratan Pengajuan Penyaluran
ADD dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada
Bupati cq. Camat;

Peraturan Desa fentang Laporah Pertanggungjawaban  Realisasi
Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

fotocopy Peraturan Desa tentang RKPDesa;
fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa,;
fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;

fotocopy Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Persetujuan
Bersama terhadap APBDesa;

fotocopy SK Bupati tentang Pengesahan dan Penetapan Kepala Desa;
fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
fotocopy SK Bupati tentang Pengangkatan BPD;

fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan LPM;

m. SK Kepala Desa tentang PPKD;

SK Kepala Desa fentang Pelaksana Kegiatan ADD;
fotocopy Buku Rekening Kas Desa;

p. rekening koran terakhir dari Bank;

Undangan Musrenbang Desa, Berita Acara hasil musyawarah dengan
melampirkan daftar hadir musrenbang Desa dan Foto visual musrenbang
Desa.

(3) Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dilengkapi dengan:

a.

Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Camat kepada Bupati cq.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada
Bupati cq. Camat;

Laporan Realisasi Penggunaan Alckasi Dana Desa Tahap I.
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(4) Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah pada Pos Belanja Tidak Langsung yakni belanja bantuan
keuangan pada Pemerintahan Desa.

(5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD melalui Camat kepada
Bupati Tapanuli Utara Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan

permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

(7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah akan
menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD, setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari Bupati.

(8) Camat merekomendasikan pencairan dana dari RKD kepada Desa berdasarkan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan
Lampiran Bukti Transaksi yang disampaikan Kepala Desa sesuai dengan RAB
dan dilampiri Berita Acara Pra Pelaksanaan serta berdasarkan hasil evaluasi

terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan dan administrasi
pertanggungjawaban.
BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa, - sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah
pertanggungjawaban APBDesa.

(2) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak, diwajibkan
untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD
dilakukan dengan ketentuan:

a. laporan semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli 2020; dan
b. laporan semester Il paling lambat minggu keempat bulan Januari 2021.

(4) Laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Tapanuli Utara Cq. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tembusan disampaikan kepada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah setelah
diverifikasi dan dikoordinasikan dengan Camat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Kepala Desa selaku Pembina, Pengendali dan Penanggungjawab melakukan

monitoring/pemantauan ke lapangan untuk membuktikan kebenaran laporan
yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

(2) Kepala Desa membuat laporan kepada Camat selaku Ketua Tim Pendamping
Tingkat Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
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(3)

(4)
(5)

(1)
(2)

(3)

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan monitoring/pembinaan ke
setiap Desa secara berkala.

Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah.

Apabila terjadi penyimpangan atau permasalahan dalam pelaksanaan ADD,
maka penyelesaiannya diupayakan di tingkat Desa, dan jika penyelesaian
permasalahan tidak dapat dilakukan di tingkat Desa, maka Tim Fasilitasi
Tingkat Kecamatan dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya, dengan tetap
didasarkan kepada musyawarah mufakat dan berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
SiLPA tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020.

Bagi Desa yang tidak/belum melaksanakan kegiatan salah satu Pos Kegiatan
yang didanai ADD yang sudah ditampung di Tahun Anggaran 2019 akan
menjadi SiLPA di RKD yang dibuktikan dengan Buku RKD dan wajib
menganggarkannya kembali dalam APBDesa Tahun 2020.

Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dan ditetapkan
melalui Musrenbang Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 09 - 04 ~Zo20
BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 09 ~ - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO.-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

G

ALBOIN
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